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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid 19
terhadap pemenuhan perjanjian utang piutang pada PT. Bank Riau Kepri Kedai
Marpoyan Pekanbaru, bahwa dengan adanya pandemi.Corona Virus Disease 2019
(Covid 19) yang menimbulkan _implikasi terhadap perjanjian utang piutang yang
mengakibatkan pelaksanaan prestasi pada perjanjian antara Kreditur dan debitur
terhambat; tertunda atau tidak dapat dilakukan sama sekali karena objek perjanjian
tidak berjalan dengan lancar. Melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 pemerintah
Indonesia  menetapkan bahwa : ~Virus Cerona Disease 2019 (Covid 19) Sebagai
Bencana Nasional, yang:telah™ membuat “dampak, buruk pada segala aspek
kehidupan masyarakat™:

Masalah pokok yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana
dampak pandemi covid 19 terhadap pemenuhan perjanjian. utang piutang
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada PT. Bank Riau Kepri
Kedai Marpoyan Pekanbaru dan Bagaimana penyelesaian kredit yang terdampak
pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris
yaitu penelitian langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan kuisioner. Sifat penelitian
ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi
secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian kredit macet yang terdampak
pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui, bahwa dampak pandemi covid
19 sangat berdampak terhadap- debitur, dalam-melakukan pemenuhan perjanjian
utang piutang yang mengakibatkan® “pembayarannya tertunda dan terjadi
wanprestasi pada perbankan. Terhadap penyelesaian kredit yang terdampak
pandemi covid 19 yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan
Pekanbaru yaitu “kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan antara lain
melalui penurunan™ suku bunga Kkredit, perpanjangan jangka waktu Kkredit,
pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit,
penambahan fasilitas kredit, «dan" konvensi kredit menjadi penyertaan modal
sementara.

Kata kunci : Pandemi covid 19, Perjanjian utang piutang, Restrukturisasi
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ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the covid 19 pandemic on the
fulfillment of debt agreements at PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan
Pekanbaru, that with the Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pandemic which
has implications for®waccounts payable agreements that result in the
implementation of ‘achievemenis.in the agreement between.creditors and debtors
being hampered, delayed or cannot be carried out at all because the object of the
agreement does not work smoothly. Through Presidential Decree No. 12 of 2020,
the Indonesian government stipulates that: “Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)
is a National Disaster, which has:had a negative impact on all aspects of people's
lives".

The main problem contained in this study is how. the impact of the covid
19 pandemicon the fulfillment of debt agreements based on the Civil Code at PT.
Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru and how to settle loans affected by
the COVID-19 pandemic at PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.
The author uses sociological or empirical legal research methods, namely direct
research to the research location using data collection tools in the form of
observations, interviews, and questionnaires. The nature of this research is
descriptive, that is, it provides a clear and detailed description of an incident that
occurred regarding the settlement of bad loans affected by the COVID-19
pandemic at PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Based on the results of this study, it is known that the impact of the
COVID-19 pandemic has had a major impact on debtors in fulfilling debt
agreements which resulted in, delayed payments and bank defaults. Regarding the
settlement of loans affected by-the COVID-19 pandemic carried out by PT. Bank
Riau Kepri Kedai-Marpoyan Pekanbaru is a credit restructuring policy carried out,
among others, by reducing credit interest rates, extending credit terms, reducing
loan interest arrears, reducing loan principal arrears, adding credit facilities, and
credit conventions as temporary capital investments.

Keywords: Pandemic cavid 19, Accounts Payable Agreement, Restructuring
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk sosial ini
artinya _n

sesama U. ) )agai subjek

Sehingga s ¢ upa p'menurut hukum.
Setiap indi
perbuatan ang atau lebih

yang saling ada pula yang

ARALNARAEY

menyebut de pihak. Dengan
demikian, perika : erjanjian  a 3 arena  perjanjian

menerbitkan 5 : enyebutkan bahwa :

pihak kedua adalah salah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di
antara mereka.(Dewi 2005:45) Dan juga terdapat hak dan kewajiban para pihak
dalam melakukan perjanjian tersebut. Bahwa sebelum dibuat nya perjanjian harus
memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Menurut soeroso dalam bukunya bahwa
telah disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu : “Suatu perjanjian adalah

sah apabila memenuhi persyaratan :
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1. Kesepakatan;

2. Kecakapan;

3. Hal tertentu;

piutang karena sesuatu yang tidak terduga. Seperti halnya di tipu oleh orang dan
lain-lain sebagainya, sehingga terpaksa untuk melakukan hutang piutang karena
harus menanggung kerugian tersebut.

Dalam sebuah perjanjian salah satunya perjanjian utang piutang yang
melibatkan debitur (pihak yang mempunyai utang) dan kreditur (pihak yang

memiliki tagihan kepada pihak lain atas apa yang telah diperjanjikan atau



peminjam utang), sering terjadi permasalahan bahwa debitur tidak melakukan
kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut telah
melakukan wanprestasi. Debitur diduga sudah lalai apabila jangka waktu yang
ditentukan sudah«lewat" untuk. memenuhi..kewajibannya. \Wanprestasi dapat
mengakibatkan kerugian yang akan diperoleh bagi debitur, apabila terjadi sebuah
wanprestasi maka debitur _mempunyai = kewajiban untuk membayar semua
kerugian sejak wanprestasi itu terjadi. Jadi ada beberapa pendapat lain yang
dikemukakan pakar hukum mengenai wanprestasi terhadap isi- perjanjian salah
satunya ialah bahwa apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran,
maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan hukum antara
pihak  yang. menimbulkan  kerugian dan pihak .yang menderita
kerugian.(Suharnoko 2014:111)

Wanprestasi adapula-Akibat Hukumnya yaitu dapat-dituntut jika pihak
debitur tidak dapat memenuhi perjanjian, dan juga dituntut agar melakukan
pertanggung jawaban ganti kerugian, atas benda atau apa saja yang menjadi suatu
obyek yang termasuk dalam perjanjian yang sudah. menjadi kewajiban serta
tanggung jawab nya, lalu perjanjian itu dapat dituntut pembatalan. Dan kreditur
harus melakukan langkaah pendahuluan berupa penyerahan Surat Somasi atau
peringatan kepada debitur supaya membuat debitur berada dalaam keadaan
wanprestasi atau ingkar janji. Terdapat di dalam pasal (1) angka (2) Undang-
undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembaran utang bahwa kreditur selaku piutang karena perjanjian atau undang-

undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
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Namun, dengan adanya pandemi Covid 19 yang awalnya dari Kota Wuhan

di Tiongkok, lalu menyebar semakin luas hampir ke berbagai negara dalam waktu

singkat. Pandemi COVID-19 belum diketahui kapan berakhirnya sehingga dapat

ah Indonesia

Sebagai Bencana

Nasional, pek kehidupan
masyarakat”. £ n dampz ; on dan kemampuan
masyarakat apat berpenga erha akat. Maka dari itu

setelah diter Indonesia
menjadikan upa untuk menghambat
penularan Corona Qﬁ . unhal ini juga menyebabkan

barang, jasa dan aktivasi ora

Salah satunya akibat yang terdapat pada pelaku usaha kecil (usaha
ekonomi produktif) dan menengah yang mengalami kegagalan membayar utang-
utangnya kepada yang sudah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan
yaitu pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan. Fakta tersebut menunjukkan
bahwa banyak terjadi kegagalan dalam melaksanakan kewajiban atas utangnya

tersebut, oleh karena itu para pakar yuris berpendapat semestinya tidak
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dibebankan sebagai kesalahan dari para debitur karena tidak memiliki kemampuan
untuk itu bukan akibat dari kesalahan nya, melainkan karena ada faktor yang

bersifat memaksa sebagai pengecualaian pertanggung jawaban ganti rugi terhadap

Perjanjian. Merupakan ™ pen K_menunjukan bahwa tidak
terlaksana a sekali tidak
dapat didu keadaan atau

peristiwa i gaturan Force

S L

majeur din Tetapi sebagai

KUHPerdata :

Anaa

punga bila ia tak

dan

Dan Pasal 1245 KUHperdata : “Tidak ada penggantian biaya, kerugian
dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara
kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang
diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Sehingga

dari aturan tersebut diatas terdapat unsur-unsur yang bisa menerapkan keadaan

memaksa adalah dengan adanya kendala yang tak dapat diduga sebelumnya karna



sesuatu hal yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dipenuhi. Force majeur
sangat berkaitan dengan permasalahan ganti kerugian akibat dari kelalaian suatu
perjanjian, oleh karena itu bisa mendapatkan penundaan kewajiban-kewajibannya
untuk melaksanakan suatu prestasi atau konsekuensi hukum, yang telah dibuat
dan dicantumkan dalam suatu perjanjian. Terhapusnya kewajiban debitur bukan
juga dapat dijadikan alasan dari. force majeur.sTetapi, Dengan demikian pandemi
covid-19 saat ini sedang melanda berbagai Negara, termasuk Negara indonesia
manjadikan Keadaan memaksa atau force majeur bisa dijadikan sebagai salah satu
cara debitur dalam bentuk keringan dalam membayarkan utang tersebut dengan
cara mengajukan keringanan kepada kreditur untuk tidak sesuai dalam memenuhi
suatu kewajiban dengan apa yang sudah diperjanjikan sejak awal dibuatnya
perjanjian karena debitur memang sedang tidak sanggup untuk memenuhi tepat
pada waktunya:

Pada masyarakat Industri atau masyarakat di sektor informal biasanya
dalam pengadaan modal seringkali melakukan perjanjian pinjaman dengan pihak
lain (baik melalui lembaga perbankan atau non bank), sehingga di satu sisi mereka
tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi-pinjaman. Berdasarkan pasal 1338
ayat (1) KUH Perdata bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku
sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berati perjanjian tersebut
mengikat dan harus ditaati oleh para pihak (sesuai asas pacta sunservanda), akan
tetapi ada beberapa kendala bagi masyarakat (industri atau perorangan) dalam

melaksanakan perjanjiannya.



Kendala halangan selain ekonomi Disamping kendala ekonomi akibat dari
pandemi covid 19 yang berpengaruh dalam pemenuhan prestasi, ada kendala
lainnya antara lain kesulitan karena pengurangan pegawai atau bangrut, atau
kesulitan-kesulitan® lainnya yang._ mengakibatkan masyarakat sebagai debitur
memerlukan sangat banyak pengorbanan dalam memenuhi prestasinya dalam
rangka melaksanakan perjanjiannya.. Sehingga ada golongan masyarakat yang
tidak mengalami kendala ekonomi dan kendala lainnya maka mereka harus
memenuhi  prestasinya sebagai pelaksanaan perjanjian, jika mereka tidak
memenuhi prestasi maka mereka dapat digolongkan wanprestasi, sehingga bisa
dituntut pemenuhan prestasi, dituntut ganti rugi (ganti rugi, biaya dan bunga), atau
bahkan pembatalan perjanjian. Kedua, golongan yang terkena dampak ekonomi
dan terkendala lain dalam pemenuhan prestasi, mereka jika tidak dapat melakukan
prestasi sama sekali karena diluar kemapuannya, maka dapat-digolongkan mereka
mengalami keadaan memaksa, sehingga mereka tidak dapat dituntut ganti rugi
jika mereka belum_ bisa berporestasi pada saat jatuh tempo, sebagai jalan
keluarnya  bisa ~ meminta  renegosiasi baik ~ berupa  penundaan
pembayaran,perpanjangan waktu pembayaran, dan lain-lain.

Dalam rangka untuk mengatasi kesulitan dalam pemenuhan pelaksanaan
perjanjian utang piutang di tengah pandemi covid 19 ini dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 pada pasal 2 ayat 1
yang berbunyi : “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stikulasi
pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran corona

virus disease 2019 (covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan
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menengah”. Terdapat dua kebijakan sebagai pendukung stimulasi pertumbuhan

ekonomi, yaitu : kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi

pembiayaan kredit.

han perjanjian

Perdata pada

i covid 19 pada

dicapai didalam penelitian ini antara lain :
1. Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji tentang dampak pandemi

covid 19 terhadap pemenuhan perjanjian hutang piutang berdasarkan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada PT. Bank riau kepri kedai

marpoyan pekanbaru.
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b. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji tentang penyelesaian
kredit yang terdampak pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri

Kedai Marpoyan Pekanbaru.

\/
U

L o id 19 terhadap

LA UL
:

bahan pustaka

at memberikan

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan dan
untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan untuk dampak
pandemi covid 19 terhadap pemenuhan perjanjian utang piutang
berdasarkan kitab undang- undang hukum perdata.

2. Dengan adanya penelitian ini juga bisa memberikan pengetahuan

kepada seluruh pihak berkepentingan dalam pemahaman tentang
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mekanisme penyelesaian kredit yang terdampak pandemi covid 19 pada
PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Dari peri Subekti 2005:5)

Perjanjian al yang telah
diperjanjik lebitur, yaitu :
Perjanjian erjanjian  untuk

berbuat sesuz njian ua 3 i 2005:36) Pada

kuhperdata telah dikemukakan syarat-Syarat sahnya suatu perjanjian , yaitu pada
pasal 1320 KUHPerdata :

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

b. Kecakapan untuk mebuat suatu perikatan;

c. Suatu hal yang tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.(Admiral 2008:139)
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Terdapat beberapa asas didalam hukum perjanjian, yakni :
1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dapat diartikan bahwa para pihak mempunyai kebebasan untuk

membuat sua ) Kan yang
P LN bl

harusnya menjadi isi
°F )
ﬂ ommon law
" 4

nting dalam

pihak”. ma yang kst pasal pada umumnya
perjanjian tidak dibuat se a esepakatan antara kedua

belah pih

mereka yang membuatnya”.
4. Asas kepercayaan.
Didalam sebuah perjanjian para pihak harus ada rasa saling percaya
karena jika tidak ada kepercayaan, maka perjanjian tersebut tidk akanbisa
terlaksana. Dengan adanya rasa percaya abtara kedua belah pihak perjanjian

dapat mengikat dan adanya kekuatan hukum.
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5. Asas kepastian hukum.

Asas kepatian hukum merupakan bentuk perlindungan hukum yang

dapat menjadi jaminan bahwa berhak menurut hukum mendapatkan hak yang

tidak ad
kekayaan, kekuasaan, j t ~dan lain ) : masing pihak wajib

melihat

atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur,antara lain:

a. Debitur wajib mengganti rugi atas apa yang sudah dialami oleh pihak
kreditur.

b. Pembatalan perjanjian tetapi, disertakan pembayaran ganti kerugian.

c. Beralih risiko kepada debitur sejak terjadinya suatu wanprestasi.

d. Dibebankan biaya perkara pada saat terjadi perkara di pengadilan.

12



Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling
bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan
sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.
(Hernoko 2010:260) Dalam hal..debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur
dapat memilih tuntutan-tuntutan hak nya berupa pemenuhan . perjanjian,
pemenuhan perjanjian diserataiganti‘rugi;-ganti rugi saja, pembatalan perjanjian,
Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. (Simanjuntak 2015:294)

Apabila melaksanakan suatu perjanjian tersebut ada pihak yang tidak
melaksanakan kewajibannya, sehingga terjadi perbuatan ingkar janji oleh debitur
pada suatu kesepakatan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, maka ada
beberapa langkah oleh pihak bank selaku kreditur dalam upaya untuk
menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu memberikan surat
pemberitahuan tunggakan kredit, dan apabila_lewat dari jangka waktu 14 hari
surat pemberitahuan tersebut tidak = diindahkan maka diberikan lagi surat
peringatan pertama dalam jangka waktu 14 hari tetap tidak ada itikad baik maka
diberikan lagi Surat peringatan kedua dan seterusnya selama 14 hari hingga surat
peringatan ketiga masih di-abaikan oleh ‘debitur maka pihak bank atau kreditur
memberikan somasi secara lisan lalu setelah itu menyiapkan berkas untuk
melakukan pelelangan ke kantor pelayanan kekakyaan negara dan lelang atau
disingkat dengan KPKNL karena atas dasar perbuatan wanprestasi terhadap
perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh debitur.

Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata bahwa penggantian biaya, rugi dan

bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,
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apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.(Subekti
1992:324)

Aturan mengenai perjanjian pinjam meminjam terdapat dalam buku ke 111
bab XI1I"KUHPerdata. Pada pasal|1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :
“Pinjam-meminjam adafah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang
menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini
akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang
sama pula”. (Universitas Medan Area n.d.)

Utang piutang dalam kaidah hukum perdata merupakan aturan yang
mengatur hubungan antara erang yang satu dengan orang yang lainnya dengan
menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau pribadi, dalam hutang
piutang terdapat sekurangnya dua pihak kreditur (yang berpiutang) dan debitur
(yang berhutang). Utang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu
perjanjian tertulis atau lisan'dengan saksi.(Intansari 2009:42)

Pada tahun 2020 awal, pandemi Corona virus disease 2019 (covid 19)
telah menghebohkan dunia, yang virus tersebut berasal dari Wuhan, Tiongkok
lalu menyebar ke berbagai Negara termasuk Negara Indonesia. Maka dari itu
wilayah atau Negara mengadakan pembatasan social berskala besar (PSBB), salah
satu nya indonesia. Ini salah satu strategi pemerintah indonesia dalam menekan

penyebaran COVID-19. Jumlah kasus covid-19 yang semakin bertambah serta

14



belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata
sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan
krisis tersebut. Dari keadaan itu pastinya berakibat dalam menurunnya jumlah
pemasukan sampai kesulitan membayar hutang-atau kredit terhadap kreditur.

Dengan adanya covid 19 ini pemenuhan perjanjian menjadi alasan untuk
debitur melakukan penundaan,pembayaran ,utang dengan mengunakan alasan
force majeur dalam ~ penundaan pembayaran utang. Sebagaimana telah
dikemukakan bahwa Keadaan memaksa atau Force majeur .merupakan suatu
kejadian bahwa debitur gagal melaksanakan kewajiban terhadap kreditur
dikarenakan musibah terjadi dluar dugaan pihak yang bersangkutan. Keadaan
terpaksa berkaitan erat dengan resiko dalam pemenuhan suatu perjanjian, dalam
arti bahwa dengan terjadinya keadaan terpaksa resiko tidak dapat ditimpakan
kepada pihak yang mengalaminya. Dalam keadaan tersebut hakim akan menolak
tuntutan kreditur yang meminat agar debitur memenuhi perjanjian. Maksud dari
dicantumkannya  Klausul force majeur adalah melindungi pihak-pihak apabila
tidak dapat melaksanakan isi perjanjian/kontrak dikarenakan oleh sebab-sebab
yang berada di luar kemampuan.para pihak.dan tidak dapat dihindarkan dengan
melakukan tindakan yang sewajarnya.

Tidak dipenuhinya prestasi karena kesalahan atau kelalaian yang
dilakukan oleh debitur, sehingga debitur harus dibebankan mengganti kerugian,
tetapi jika ada suatu musibah atau keadaan tidak diduga sebelumnya akan terjadi
yang menyebabkan debitur tidak memenuhi prestasi yang disebut diluar kesalahan

debitur. Pasal 1237 berbunyi : “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan
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suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan di lahirkan adalah
tanggungan si berpiutang (kreditur)”.(Subekti R Tjitrosudibio 2007:323)

Dengan demikian, apabila tidak terpenuhinya prestasi atau sudah lalai

terminolog Ng yak di ditempuh pada
aktivitas perja ' yang Ke alam  memenuhi
prestasinya. Re i kredi ya bi - eh debitur yang

memenuhi s

untuk melunasi utang atau kredit, pemotongan dan/atau penurunan suku bunga

kredit, perpanjangan waktu pelunasan kredit dari kreditur yang mana debitur tetap

harus melakukan apa yang menjadi kehendak kreditur dan beritikad baik.
Terdapat dua cara debitur dalam membayar utang-utangnya pada masa

pandemi covid 19, yakni :
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1. Pendekatan antara debitur dan kreditur guna untuk melaksanakan
restrukturisasi utang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

2. Dengan mengusulkan serta meminta penundaan kewajiban pembayaran
hutang yang-ditentukan pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang.

Didalam pembahasan yang: terkait dengan. terhadap pemenuhan perjanjian
utang piutang, terdapat beberapa penelitian terdahulu, antara lain

Skripsi pertama peneliti melihat skripsi dari Nadya Wulandari yang berjudul
“Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan undang-undang nomor
10 Tahun 1998 tentang perbankan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu
Tuanku Tambusai Pekanbaru”. (Nadya 2018) Dalam skripsi ini peneliti
melakukan penelitian mengenai faktor terjadinya kredit bermasalah berdasarkan
undang-undang Nomor 10 Fahun 1998 tentang, perbankan pada PT. Bank Riau
Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai Pekanbaru dapat terjadi dari pihak
bank (kreditur) dan dari nasabah (debitur) antara lain tidak transparan dan non-
koperatif, tidak terbuka dan jujur, sehingga pihak bank sulit untuk mendapat
informasi mengenai pertumbuhan.dan perkambangan usaha nasabah.

Skripsi kedua dari Sabrina Aisyah Putri dengan judul skripsi “Pandemi
COVID- 19 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa Oleh Debitor Dalam Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang”. Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian
mengkaji sistematika hukum terkait peraturan perundang-undangan mengenai
perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pandemi covid 19 tidak termasuk sebagai keadaan memaksa. Dalam mekanisme
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PKPU, debitor tidak dibebaskan dari kewajiban membayar utang kepada kreditor

sebagaimana akibat hukum dari suatu keadaan memaksa. Dengan demikian,

pandemi covid 19 tidak dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU. (Putri

masyarkat indonesia kesusahan dalam perekonomian, salah satu dampak nya
adalah apabila ada orang yang harus memenuhi kewajibannya terhadap orang
lain untuk membayar utang. Pemerintah indonesia telah menetapkan covid 19
sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
3) Pemenuhan perjanjian adalah perbuatan memenuhi suatu kesepakatan para

pihak yang mempunyai akibat hukum bagi pihak yang tidak memenuhi apa
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yang sudah disepakati. Perjanjian juga dapat tidak dapat dilaksanakan apabila

salah satu pihak mengalami keadaan memaksa/overmacht dan berakibat hukum

pihak yang mengalami overmacht terbebas dari pengantian kerugian, biaya

5) PT. Bank riau kepri kedai marpoyan pekanbaru merupakan bank pembangunan
daerah riau dan kepulauan riau yang beralamat di jalan kaharuddin nasution,
no. 56 B, kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru, provinsi riau. Yang
merupakan suatu industri keuangan cabang dari PT. Bank riau kepri yang

berkantor pusat di kota pekanbaru provinsi riau.
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F. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu metode yang dipakai guna mendapatkan

suatu pemahaman dengan memakai metode yang sistematis. Adanya penelitian
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adalah metode enganalisis suatu
hasil penelitian mpulan yang lebih
luas. (Sugiyono 200 Q‘ ‘ gamb yang jelas dan detail

terhadap Dampak Pande ) hadap Pemenuhan Perjanjian Utang
Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada PT. Bank Riau
Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.
b. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yang penulis ambil pada PT. Bank Riau Kepri Kedai
Marpoyan Pekanbaru, di Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 56B Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau.
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c. Populasi, Sampel dan Responden
Populasi yaitu keseluruhan dari objek yang akan diteliti dengan

mempunyai ciri-ciri yang sama.(Suggono 2005:118) Sampel adalah bagian

" ‘ ocok sebagai objek
SRS ;

eﬂ' yaan yang

r

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan

penelitian.
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Table 1.1

Responden dan Populasi Penelitian

No

Kriteria Populasi

Responden

Sampel

Keterangan

Data sekunder merupaka

Sensus

pendukung atau menjadi pelengkap dari

data primer tersebut yang didapatkan melalui kepustakaan. Sumber-

sumber data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu : peraturan

perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.
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3. Data tersier

Data yang didapatkan pada kamus besar bahasa indonesia dan

kamus yang berkenaan dengan ilmu hukum.

Wawancara ini dilakukan dengan cara penyampaian mengenai pokok-

pokok pertanyaan pada garis besarnya.
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3) Kuisioner
Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis

membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden

kualitati

-
-

N5\

sistemat

g. Met

ditariknya

ketentuan

AL AR
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BAB II
TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang

a.

yang ber

dirinya te

hubungan enge benda : ana satu pihak

berjanji un
sedangkan p
Perja

hukum harta bendz erike : atu pihak untuk

lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati
apa yang tersebut didalam persetujuan.

Agar perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan kebutuhan, dan
senantiasa dapat dijadikan sebagai pedoman sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku, maka perjanjian diatur didalam hukum perdata karena mengatur

hubungan hukum atara kedua belah pihak yang saling mengikat. Maka dari itu
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berlaku asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang merupakan pihak-pihak

memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada

pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas untuk

Adapun Syarat-syarat sah nya Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata

menyebutkan bahwa :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak,
yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihaktidak ada

paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan
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perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai

kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang

mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaiu:
a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain
seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan
sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.

c. Dapat ditentukan jenisnya.
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d. Barang yang akan datang.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal,

sebagainya.

perjanjian

Ahmad Yani

rjanjian pinjam

HPerdata, dalam

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.
Mengenai utang piutang tidak asing di dengar semua orang, dikarenakan utang
piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lainnya dan
objek yang diperjanjikan biasanya merupakan uang. Kedudukan pihak yang satu

sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lainnya enerima
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pinjaman uang, dan uang pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jangka
waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam
Pasal 1754 KUHPedrdata yang.telah disebutkan diatas, dapat.diketahui bahwa apa
utang dan piutang itu. Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau tidak
dapat dinyatakan dalam jumlahcuang:baik’' yang secara langsung maupun yang
akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang
dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada
kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan
Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa
yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak
untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dalam perjanjian utang piutang ada pihak-pihak yangterkait yaitu kreditur
dan debitur. Pihak kreditur merupakan pihak yang berpiutang atau yang
memberikan pinjaman utang, Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1
angka 2 telah dijelaskan bahwa : “" Kreditur adalah orang yang mempunyai
piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka
pengadilan ”. Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 angka 3
telah dijelaskan bahwa : “ Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena
perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pihak

debitur merupakan pihak yang berhutang atau menerima pinjaman utang .
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Perjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan
hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara kreditur dan debitur.
Kesimpulannya pengertian Perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan
pinjaman uang kepada debitur;dan debitur wajilbb mengembalikannya dalam waktu
yang telah ditentukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah diseoakati oleh
kedua belah pihak disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang
dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Utang piutang merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang
memberikan pinjaman utang) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak
yang menerima pinjaman utang) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta
bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya utang piutang
selalu dilakukan dengan perjanjian agar para pihak di dalamnya terikat secara
hukum. Dalam KUHPerdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian
pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa : “Pinjam-
meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada
pihak yang lain suatu jumlah terntentu barang-barang yang menghabis karena
pemakaian, dengan syarat bahwa. pihak yang.belakangan ini akan mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Namun dalam
praktik pemenuhan perjanjian utang piutang, banyak terjadi peristiwa dimana
debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada
kreditur. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana
debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu atau dilakukan

tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian, wanprestasi
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diatur dalam Bab kedua tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu
pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Si berutang adalah lalai,
apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu (somasi) telah
dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri; ialahjika ini menetapkan, bahwa
si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan™.
Adapun yang termasukcdalam subjek, hukum dalam perjanjian utang
piutang ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum.
Didalam perjanjian utang piutang mencakup dua pihak yaitu pihak kreditur yang
merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia
untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi_kredit) dan debitur yang
merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa
(pemohon kredit). Pihak kreditur dalam perjanjian utang piutang bank adalah
lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan
yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitur dalam perjanjian
utang piutang atau dalam perbankan disebut perjanjian kredit bank dapat pribadi
atau manusia (naturlijk_persoon) yang secara tegas menurut Undang-Undang
dinyatakan cakap hukum “dan badan. hukum (rechtpersoon). Dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Butir Angka 11 dan
12 menyebutkan bahwa : “Obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang”. Dengan demikian dalam
hukum Indonesia kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau

tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang
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(misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan
merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang Yyaitu suatu

mewajibkan kepada. pi : ibalikan, utang s sebut disertai
dengan bunga-de a\ | S ati bersama. Dari
pengertian : : 3 esepakatan antara
debitur dan kre ers _- : 35 _pa sun servanda yang

berarti bah J : J :‘ hua ‘: Sa engikat sebagai

bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur.Hak kreditur di satu pihak,
merupakan kewajiban debitur di lain pihak.Begitu pula sebaliknya, kewajiban
kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang

kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.
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1. Kewajiban Kreditur.
Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata

kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur

wajib menyeral g dipinjamkan r setelah terjadinya

ﬂ“ “\Wﬁ‘-ﬁ“ .. HPerdata,

elalui pengadilan,
debitur, akan
(pasal 1761
KUHPerdata).
2. Kewajiban Debitur.
Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak
banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan
utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai

dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka
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waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan

dalam Pasal 1763 KUHPerdata.

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan
suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus
diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu :

a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau

yang dinamakan membayar ganti rugi;

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
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c. Peralihan resiko;

d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di

muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

sekali, sering
punyai itikad baik
memang perlu
aran ada bencana
. empa dak mempunyai harta
QQ q tidak dapat dimintai
pertanggungjawaba ‘ 3
Mengembalikan utang hanya sebagian.
Utang yang baru sebagian dibayar, terlebih hanya sebagian kecil
yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan,
biasanya menjadi masalah bagi kreditur. Dikalangan perbankan dikenal
apa yang disebut sebagai “kredit macet”. Biasanya pula sebuah kredit yang

menjurus mace, bank masih mempertimbangkan adanya credit injection
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atau suntikan kredit agar dengan maksud tambahan dana pinjaman tersebut
pihak debitur dapat memperbaiki dan meningkatkan usahanya, sehingga
masih diharapkan debitur dapat mengembalikan seluruh utangnya.

Namun kebanyakan jika terjadi-kredit macet.yang nilainya besar,
yang muncul kemudian adalah dapat menjadi persoalan kejahatan korupsi.
Persoalan pertama, apakah debitur-pada waktu memohon kredit beritikad
baik atau tidak, hal ini dapat dilihat dokumen-dokumen yang diajukan oleh
debitur. Apakah dokumen-dokumen itu isinya sudah benar atau sudah
layak diberikan kredit. Apabila yang terjadi debitur memberikan data-data
yang tidak benar atau fiktif, sudah dianggap merupakan salah satu unsur
kejahatan korupsi.

Persoalan kedua, apakah bank sudah menjalankan prinsip kehati-
hatian dalam melaksanakan tugasnya, untuk itu, apakah bank sudah cermat
dalam mempertimbsngksn permohonan kredit sebagaimana prinsip the
five of credit analysis, sehingga permohonan debitur tersebut layak
dikabulkan. Kemudian, persoalan ketiga yang harus diperhatikan dalam

sebuah kredit macet adalah dana bank tersebut berasal dari mana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid 19

Menurut WHO, pandemi corona virus disease (covid) adalah suatu

penyakit yang menular disebabkan oleh versi baru dari corona virus yang pertama

kali ditemukan di kota Wuhan Cina pada akhir tahun 2019. Individu yang

terinfeksi virus corona sebagian besar akan mengalami gangguan penyakit

pernapasan ringan, ada yang sedang bahkan ada yang sembuh tanpa harus melalui
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perawatan khusus. Kementerian Kesehatan menjelaskan persentase untuk individu
usia lanjut dan individu yang memiliki riwayat masalah medis seperti gangguan
jantung, penyakit pernapasan, diabetes, dan kanker memiliki kecenderungan
penularan yang lebih cepat dan.bisa mengakibatkan infeksiwvirus corona menjadi
penyakit yang sangat serius. Sebagian jenis corona virus mengakibatkan infeksi
saluran nafas pada manusia mutat dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti
Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS).

Pandemi Covid 19 telah merubah tatanan peradaban kehidupan sosial
manusia. Perubahan tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu
sendiri, ketika-mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka
lakukan tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, maka hal tersebut akan
menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Begitu juga, akibat
pandemi ini terjadi perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak
dikehendaki oleh seluruh masyarakat karena menyebabkan disorganisasi disegala
bidang kehidupan manusia.

Disorganisasi pada masyarakat nantinya akan mengarah pada situasi sosial
yang tidak menentu. Sehingga dapat berpengaruh pada tatanan sosial di
masyarakat. Terlihat pada sikap dan perilaku masyarakat disaat pandemi sekarang
mereka cenderung berprasangka atau memiliki rasa takut dan juga diskriminasi.
Sehingga seseorang tidak dapat secara leluasa menjalankan perannya di
masyarakat karena gangguan dan masalah sosial yang ada selama masa pandemi

Covid-19. Hampir seluruh pemerintahan disetiap negara yang terjangkit virus
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corona kewalahan dalam mengambil berbagai langkah maupun tindakan untuk
mencegah penyebarannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki

kasus positif yang pasiennya kian hari meningkat, Indonesia mencapai 2.473

.o@‘

mengakibatkan event dibata

acara-acara lain yang biasanya jadi lahan bisnis bagi pengusaha mikro maupun
super mikro tidak ada lagi. Ada tiga sektor ekonomi global yang terdampak yaitu
pasar saham, surat utang, dan nilai emas. Besarnya ekspor dan impor antara
Indonesia dan Cina juga turut terkena imbasnya.(Chairul Ihsan Burhanuddin dan

Muhammad Nur Abdi 2020:90)
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Pandemi covid 19 juga membawa efek yang begitu besar bagi
perekonomian Indonesia, tak terkecuali dalam hal kredit ataupun pembiayaan
pada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Banyak usaha
khususnya UMKM yang memulai_bisnisnya-dengan menggunakan modal dari
kredit yang diberikan oleh perbankan. Melihat hal tersebut, Pemerintah kemudian
berupaya untuk memberikan_kemudahan dansangin segara kepada UMKM agar
dapat terus berjalan dan dapat memutar roda perekonomian Negara.

Bahwa telah disebutkan juga di dalam bab sebelumnya Pemerintah melalui
Otoritas Jasa. Keuangan atau OJK telah .mengeluarkan POJK No.
11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan
Countercyclical'Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 dan POJK No.
14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
Corona Virus Disease 2019-Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non bank. Peraturan
ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga
pembiyaan untuk memberikan relaksasi kredit, yang mana relaksasi kredit itu
sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait. dengan pembayaran kredit.
Kebijakan ini dikeluarkan“dengan tujuan.untuk menstimulus perekonomian
negara.(E. Agtha dan A. Novera 2020:192)

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank Riau Kepri

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal (1) ialah :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak” .
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a. Sejarah PT. Bank Riau Kepri

Bank Riau Kepri merupakan Bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau
dan Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
Indonesia. Bank.Riau Kepri Berdiri pada.tahun 1961 dengan nama PT Bank
Pembangunan Daerah Riau. Pada tahun 1966, PT BAPERI masuk ke BPD Riau,
hal ini disebabkan peraturan BankiPembangunan Daerah berstatus PD pada tahun
1962. Secara resmi,kembali berstatus Perseroan Terbatas pada tahun 2002. Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri didirikan sesuai dengan Undang-Undang
No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD), terhitung Tanggal
01 April 1966 secara resmi kegiatan bank pembangunan daerah Riau dimulai
dengan status sebagai bank milik pemerintah daerah Riau.

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak
Tahun 1975 status pendirian-bank pembangunan daerah Riau disesuaikan dengan
peraturan daerah provinsi daerah tingkat | Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang
kemudian diatur kembali dengan peraturan daerah tingkat | Riau Nomor 18 Tahun
1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Status pendirian Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Riau diatur dandisesuaikan dengan peraturan daerah
No. 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Terakhir dengan peraturan daerah provinsi daerah tingkat I Riau Nomor 5
Tahun 1998 tentang perubahan pertama peraturan daerah provinsi daerah tingkat |
Riau Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya bank pembangunan daerah Riau disetujui berubah status dari
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Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 26 Juni 2002 yangdibuat oleh

notaris Ferry Bakti, SH dengan akta Nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan

embangunan

mengelola

ang semakin maju
sejak oton : ‘perubahan status aan Daerah (PD)

tepat untuk

Direktur Jenderal Administrasi um Direktur Perdata No.AHU.2AH
tanggal 25 Agustus 2010, serta Bank Indonesia melalui Surat Keputusan
Gubernur Bank Indonesia No0.12/59/KEP.GBI/ 2010 tanggal 23 September

Perubahan logo ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur

Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam.

41



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Menjadi perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka
adalah tujuan utama kami. Ini bukan sebuah pekerjaan yang gampang dan singkat.

Dengan telah menjalani berbagai perjalanan masa dari waktu ke waktu, sejak

Tulus tanggap;
6. Berorientasi pada solusi terbaik utuh intact profesionalisme (Professionalism);
7. Kompeten dan bertanggung jawab;

8. Berkerja cerdas efektif dan efisien unggul (Excelence);

9. Kreatif inovatif dan bernilai tambah;
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10. Memamerkan Hasil Terbaik Dengan meimplementasikan nilai-nilai budaya

perusahaan ini, seluruh insan di Bank Riau Kepri mampu mencatat kinerja

cemerlang untuk kemudian menjadikan Bank Riau Kepri lebih sehat, kuat, dan

Kepri Gedu

Jendral Sudi

-
VISI : “Sebagai pe -ﬂ. an ng mampu berkembang dan
terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong
pertumbuhan  perekonomian daerah, sehingga dapat memberdayakan
perekonomian rakyat”.
MISI :

1. Sebagai bank “sehat”, elit dan merakyat;

2. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
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3. Sebagai pengelola dana pemerintah daerah;

4. Sebagai sumber pendapatan daerah;

5. Sebagai pembina, pengembang, dan pendamping usaha kecil dan

yang gamf
waktu ke
selalu terke yang terbaik.
Upaya ma emerlang dari
waktu ke wa

c. LogoP

bahwa Dilihat dari latar belakang alam dan masyarakat riau yang sangat dekat
dengan kehidupan air, ide dasar sorporate identity (logo) Bank Riau adalah tiga
layar berkembang. Layar dan perahunya adalah simbolisasi adanya aktivitas dan
dinamika kehidupan masyarakat sehubungan dengan transportasi air. Layar
terkembang merupakan interprestasi dari simbol kedaerahan (Riau) yang khas,

semangat menjaga keteguhan dan keimanan, terjaganya keutuhan dalam kesatuan
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identitas, kesiapan mengurangi perjalanan untuk menuju satu tujuan yang lebih

baik.

Dan dari logo Tiga layar merupakan lambang dari filosofi teguh, utuh dan

tegas dal enga N h me
&
keterpaduan a beberapa un: : * g jadi utuh dari

solid serta ~‘ﬁﬁ_{g g,i“ erus membina

interaksi. Dé if, dan dinamis.

2ANNE

R,
2, t‘“i

Kreditibel inovatif sesuai

mantap.
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d. Struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri

|
T
' _

o
o
-

- -
-

ey
-
e
F—
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e. Uraian tugas
Berikut uraian tugas pada PT. Bank Rau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru
atau (Job Discription) sebagai berikut :

1.
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a administrasi
kredit, ¢ ostumer service

dan telle au Kepri Kedai

kepada nasabah maupun calon nasabah.

c. Mensurvei lokasi sebagai jaminan pinjaman nasabah.

d. Melakukan registrasi pinjaman Koperasi Unit Desa (KUD).

e. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengeoperasian system
computer Bank yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak pande ovid 19 terhadap pe han perjanjian utang

ini dari
mikroorgan an Covid 19
tergolong K alam. Kriteria
bencana non alam dijelaskan c _': n Pasal \' yi ang Nomor 24
Tahun 2007 tenta JUTEREER Beneal ' hun 2007) yang
berbunyi : “Bencana ‘ e ‘ iakibatkan oleh
peristiwa at

kategori bencana non alam dalam a bencana yang disebabkan oleh wabah
penyakit dan juga penyebarannya yang telah mempengaruhi berbagai sektor
kegiatan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 3 undang-undang tersebut
menjelaskan bahwa : “Penetapan status tingkatan bencana diatur dalam peraturan
presiden.” Dengan begitu Covid-19 sudah memenuhi indikator untuk ditetapkan

sebagai bencana nasional. Maka dari itu sebagai respon dari undang-undang

tersebut pemerintah menetapkan Covid 19 sebagai bencana nasional dengan
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dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai
Bencana Nasional (Keppres Nomor 12 Tahun 2020).

Bahwa berdasarkan Keppres Nomor_ 12-tahun 2020 maka Covid-19 secara
langsung merupakan suatu keadaan memaksa sementara, karena Wuhan sebagali
tempat asal dari wabah Covid-19' sudah: dinyatakan aman dari wabah. maka
sebagai kondisi keadaan memaksa relatif, selanjutnya diterbitkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus
Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical.

Dampak pandemi Covid-19 yang telah dijabarkan tersebut juga dirasakan
pula oleh perusahaan-perusahaan salah satunya yaitu PT. Bank Riau Kepri Kedali
Marpoyan Pekanbaru, yang mana semenjak adanya pandemi covid 19 banya
debitur yan lalai dalam pemenuhan pembayaran utang sehingga mendorong untuk
mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempertahankan perusahaan agar tetap
bertahan di tengah masa pandemi Covid-19. Seperti di perusahaan pada umumnya
yang mengambil keputusan diantara lainnya yang merugikan pekerja/buruh,
adanya praktik unpaid leave (mencutikan. pekerjanya, namun tidak dibayar),
merumahkan pekerja, dan bahkan berujung pada PHK.

Seperti yang dijelaskan Derita Prapti Rahayu, bahwa hukum positif yang
hidup dan berlaku dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan berbeda dari waktu
ke waktu dan dari tempat ke tempat.(Prapti Rahayu n.d.:9) Seperti halnya
peraturan- peraturan mengenai aturan yang merumuskan Covid-19 yang disahkan

oleh pemerintah hal tersebut dilakukan sebagai respon dikarenakan adanya
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keadaan baru di lingkungan masyarakat yaitu wabah pandemi Covid-19 di mana
pemerintah membentuk peraturan hukum mengikuti perubahaan keadaan dan
kebutuhan hukum yang dibutuhkan masyarakat. Dalam Undang-undang
Perbankan tidak menjelaskan hubungan hukum-pemberian kredit dengan nasabah
sebagaipeminjam. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai
keharusan adanya suatu perjanjian 'kredit 'adalah ketentuan Pasal 1 angka 11
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan
bahwa : “Kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Wanprestasi yang terjadi karena debitur tidak melakukan prestasi
sebagaimana yang telah disepakati karena kesengajaan dan/atau lalai tidak
melaksanakan prestasinya menurut KUH Perdataidebitur wajib membayar biaya
ganti rugi dan bunga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1239 sampai dengan
Pasal 1242 KUH Perdata. Namun, dengan situasi yang tak terduga seperti
penyebaran Virus Corona saat ini menjadi faktor. penyebab yang tidak dapat
diduga dan di luar kesalahan debitur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepada debitur.(Agustina 2012:5)

Dampak perekonomian akibat adanya pandemi tersebut semakindirasakan
terhadap seseorang yang terkena dampak adanya pandemi Covid- 19 namun juga
memiliki tanggung jawab kepada pihak lain yang di mana ia berkewajiban untuk
melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yangdituangkan dalam perjanjian, dan

mengenai perjanjian utang- piutang yang memang pemenuhannya merupakan
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sudah menjadi kewajibannya terhadap pihak lain dan dalam hal ini disebut sebagai
Kreditur.

Perjanjian utang-piutang merupakan suatu perbuatan hukum yang

Terjadinya
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lahir maka piha ah me : ) erdapat dalam

Pasal
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‘ ‘fﬂg“ :
=
5

No. Jawaban Responde Jumlah Persentase (%0)
1. Kelalaian debitur 2 10,52 %
2.| Usaha mengalami penurunan 17 89,47 %
Jumlah 19 orang 100 %

Sumber : Data olahan tahun 2021
Berdasarkan tabel diatas bahwa faktor-faktor yang menyebabkan debitur

melakukan penundaan dalam pembayaran utang piutang atau kredit kepada PT.
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Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru disebabkan karena kelalaian debitur
sebanyak 2 orang dan usaha mengalami penurunan sebanyak 17 orang di masa
pandemi covid 19.

Dalam praktiknya, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam
perjanjian utang-piutang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan
apa yang telah diperjanjikan; «Kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan
dimungkinkan karena adanya kesengajaan atau kelalaian debiturdan atau karena
keadaan memaksa (overmacht). Debitur yang tidak memenuhi prestasi yang
dikarenakan oleh kesengajaan atau kelalaian, hal tersebut dapat menyebabkan
debitur dalam keadaan wanprestasi. Wanprestasi atau. ingkar janji atau dikenal
juga sebagai prestasi buruk adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban
sebagaimana mestinya yang dibebankan terhadap pihak-pihak yang dituangkan
dalam perjanjian yang telah disepakati dan disetujui para pihak. Apabila dicermati
bahwa pasal-pasal dalam aturan KUH Perdata mengenai perjanjian, ternyata
dalam KUH Perdata tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenali
overmacht namun terdapat pasal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam
overmacht diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata.
Yang lebih lengkapnya menjelaskan overmacht dalam Pasal 1244 KUPerdata
berbunyi: “ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga
bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau
tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu
hal yang tak terduga, yang tak dapatdipertanggungkan kepadanya walaupun tidak

ada itikad buruk kepadanya.
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Ketentuan  pasal diatas menyebutkan bahwa debitur  tidak
bertanggungjawab atas ganti kerugian jika tidak dipenuhinya prestasi yang

disebabkan oleh keadaan yang memaksa. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH

dijabarkan

dan bunga

a.
b. Ada sebuah sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
c. Faktor penyebabnya terhalang memenuhi prestasi tidak terduga
sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
Kemudian dengan melihat keadaan yang terjadi yaitu adanya pandemi
Covid-19, maka untuk mengkategorikan suatu keadaan untuk dapat dinyatakan

sebagai overmacht seperti kejadian yang terjadi belakangan ini dilihat beberapa
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ketentuan pasal yang telah disebutkanmaka seperti bencana non alam pandemi
Covid-19 berdasarkan pasal tersebut dapat mengatakan bahwa pandemi Covid-
19 sebagai kategori telah memenuhi kriteria keadaan overmacht. Selanjutnya
pengkategorian suatu keadaan-termasuk ke dalam overmacht haruslah memuat
unsur-unsur terjadinya overmacht yaitu, unsur pertama disebabkan oleh adanya
peristiwa yang terjadi akibat_suatu kejadian alam, dan unsur kedua disebebakan
oleh peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan akan terjadi, dan unsur yang
ketiga bahwa adanya peristiva yang menunjukkan ketidakmampuan untuk
melaksanakan kewajiban terhadap suatu perjanjian baik secara keseluruhan
maupun hanya untuk waktu tertentu.

Sesuai dengan penetapan Keppres Nomor 12 Tahun.2020 yang telah
menetapkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang
dikategorikan sebagai bencana nasional yang mana keadaan tersebut terjadi
secara tiba-tiba dan sebelumnya tidak dapat diperkirakan kejadian tersebut akan
terjadi. Dikarenakan Covid-19 merupakan sebuah wabahyang terjadi maka hal
tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara individu. Oleh karena itu
sudah jelas bahwa pandemi Covid-19. yang-terjadi akhir-akhir ini merupakan
suatu keadaan yang dikategorikan sebagai overmacht karena terpenuhinya
unsur-unsur dari overmacht itu sendiri.

Selanjutnya kebijakan selama Covid-19 yang dikategorikan sebagai
overmacht yang demikian itu tidak hanya debitur yang merasakan dampak yang
diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dampak adanya wabah tersebut juga

membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, yakni tidak
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dapat menuntut pemenuhan prestasi oleh debitur. Kreditur tidak menerima
pembayaran dari debitur atau pembayaran macet menyebabkan terhambatnya
kinerja dan pemasukan kreditur yang berujung pada perjanjian utang-piutang
yang tidak dapat.terlaksana seperti biasanya.-Adapun unsur overmacht dilihat
dari tujuan hukum menyatakan bahwa ketentuan overmacht memberikan
kepastian hukum bagi debiturcuntuk: melakukan pembelaan terhadap dirinya
yang terhalang dalam pemenuhan kewajibannya kepada kreditur. Namun tujuan
hukum tidakhanya memberikan kepastian hukum, tapi juga terdapat keadilan dan
keamanfaatan pemberlakuannya.

Dilihat lagi bahwa jika overmacht dijadikan ketentuan mutlak sebagai
ketentuan umum perjanjian utang-piutang yang dapat diberlakukannya pada
masa pandemi Covid-19 maka hal tersebut memberatkan bagi kreditur sehingga
tidak terlaksananya keadilan-dan kemanfaatan adanya pemberlakuan overmacht.
Hal tersebut sejalan dengan pandangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan Republik™ Indonesia, Mahfud MD yang memberikan tanggapan
mengenai pelaksanaan perjanjian pada masa pandemi-Covid-19 bahwa pandemi
Covid-19 yang merupakan suatu-keadaan yang berada di luar kendali para pihak
tetap melekat esensial dari Pasal 1338 KUH Perdata bahwasanya kesepakatan
dalam mengadakanperjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Namun, pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai overmacht tidak
dapat langsung menjadikan pembatalan atau berakhirnya perjanjian. Tetapi
pengolongan Covid-19 sebagai overmacht merupakan langkah awal dalam

melakukan negosiasi para pihak yang juga merasakan dampak akibat adanya
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pandemi Covid-19 dalam mengadakan perjanjian.

Maka dari itu pandemi Covid-19 yang memang jika dilihat dari unsur-
unsur overmacht seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pandemi Covid-19
telah  memenuhi.kriteria tersebut. Namun. diperlukan..adanya Kklasifikasi
overmacht yang lebih lagi agar memberikan kejelasan bagidebitur dan kreditur
sehingga tercapainya tujuan hukum yaitu=memberikan kemanfaatan bagi pihak
yang melakukan perjanjian utang-piutang.

Pemenuhan merupakan proses untuk memenuhi sesuatu. Pemenuhan
kewajiban sesual kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan perbuatan
hukum yang pertanggungjawabannya timbul karena adanya perjanjian yang telah
disepakati oleh-para pihak. Pengadaan suatu perjanjian tentunya harus mencapai
kata sepakat serta pihak-pihak yang membuat perjanjian merupakan pihak yang
cakap dan didasarkan atas jitikad baik. Hal ini, sejalan dengan penerapan asas
itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata.
Kemudian pelaksanaan pemenuhan dalam hal perjanjian utang-piutang dapat
disamakan maksudnya dengan sesuatu yang harus.dipenuhi oleh debitur yang
menjadi kewajibannya dalam  perjanjian utang-piutang yang telah diadakan.
Perjanjian utang-piutang yang dibentuk yang mana tentunya harus memenuhi
Pasal 1320 KUH Perdata dan juga Pasal 1338 KUH Perdata sehingga perjanjian
tersebut menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu
perjanjian.

Perjanjian utang-piutang menimbulkan hak dan kewajiban di antarapara

pihak yakni setelah terjadinya penyerahan objek yang diperjanjikan yang
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disandang oleh kreditur dan debitur. Dalam hal ini pihak yang berhak

mendapatkan prestasi adalah kreditur, kemudian pihak yang memiliki kewajiban

untuk melakukan pemenuhan atas prestasi yang telah dijanjikan adalah debitur.

Adapun jiban nya sebagai
debitur walaupun
adanya MEW nyebabkan

Wes Rig
debitur ti a dala rikut :
Pengetah gai Debitur
p _Kep dai’ N\ ru.
No. aban l ) rsentase (%)
1 hu ’ 78,94 %
2 d e | 4 21,05 %
KANBAR
! 100 %
Sumber : data ol -
Prestasi diart e dipenuhi oleh debitur

yang dalam hal ini mengen
Perdata yaitu berupa:

1. Memberikan Sesuatu

rmuat dalam Pasal 1234 KUH

Memberikan sesuatu dijelaskan dalam Pasal 1235 KUH Perdata

yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan kewajiban untuk

menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sampai

saat penyerahan kembali. Besarnya suatu kewajiban tergantung pada
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perjanjian yang telah disepakati.

2. Berbuat Sesuatu

Pasal 1239 KUH Perdata memberikan penjelasan

Dampak yang diakibatkan dengan adanya pandemi Covid-19 dapat
dilihat dari terhambatnya aktivitas disegala aspek kegiatan masyarakat yang
tidak dapat berjalan secara normal seperti biasanya. Keadaan tersebut berimbas
pada aspek perekonomian masyarakat yang menurun.(Kunarso 2020:34) Salah
satu dari terhambatnya aktivitas masyarakat yaitu masyarakat tidak dapat

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan karena keadaan
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atau peristiwa pandemi tersebut.

Dalam aspek perekonomian, imbas yang paling dirasakan ditemukan
dalam lingkup perekonomian masyarakat pada sektor pekerja informal. Sebagai
contoh pekerja informal yaitu, tukang ojek; supir taksi, dan pelaku- pelaku usaha
UMKM. Pelaku informal dan pelaku usaha UMKM mendapatkan dampak
adanya pandemi dengan . terjadinya “penurunan.,omset dan yang biasanya
mendapatkan pendapatan harian yang merupakan sumber utama gaji/upah
tersebut untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup kini mereka
kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan terjadi penurunan
pendapatan.

Tidak hanya pelaku informal dan pelaku usaha UMKM, dampak tersebut
juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak sekali
pekerja di dalamnya. Adanya penerapan work-from home, pembatasan interaksi
untuk berkegiatan di luar rumah seperti pada lokasi tempat kerja, dan hal tersebut
di atur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease (Covid-19).. Kemudian dengan adanya aturan tersebut
membuat banyak perusahaan menjadi terhimpit pada pilihan, mempertahankan
karyawan atau pada mempertahankan perusahaan yang mengalami pemerosotan
pemasukan sehingga mengambil tindakan yang meliburkan pegawainya, bahkan
sampai melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak (PHK). Hal tersebut
sebagai antisipasi dari dampak Covid-19 yang dirasakan perusahaan untuk tetap

mempertahankan perusahaan mereka di tengah pandemi Covid-19.
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Kemudian dengan adanya tindakan pemutusan hubungan Kkerja
mengakibatkan penurunan pendapatan dan mengenai penurunan pendapatan hal
tersebut juga dirasakan oleh pelaku UMKM dikarenakan adanya pandemi Covid-
19 mengakibatkan menurunnya. omzet sehingga berkurangnya pendapatan
seseorang dan perekonomiannya ikut mengalami penurunan. Oleh karena itu
dalam hal perjanjian, hal _tersebut. smenimbulkan dampak ketidakmampuan
seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan dalam
perjanjian. Hal tersebut berdampak besar akan timbulnya wanprestasi.

Dalam hal perjanjian utang-piutang, Apabila debitur tidak memenuhi
prestasi karena kesalahan atau kelalaiannya, maka kerugian dibebankan kepada
debitur yang bersangkutan. Maka permasalahannya adalah tidak dipenuhinya
suatu kewajiban oleh debitur sehingga terhambatnya pelaksanaan perjanjian
utang-piutang tersebut. \Wanprestasi yang menjadi kemungkinan terbesar dari
dampak yang ditimbulkan, hal ini membuat perjanjian yang telah disepakati
untuk dipenuhi debitur menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Akan tetapi
lain persoalannya jika tidak dapat dipenuhinya prestasi diluar kesalahan debitur,
melainkan karena suatu peristiwa.yang tidak diduga sebelumnya.

Seperti halnya keadaan pandemi Covid-19 vyang tidak diduga
sebelumnya. Situasi pandemi Covid-19 dikategorikan overmacht dikarenakan
berdasarkan penyebab yang ditimbulkan dilihat dari unsur overmacht, adapun
unsur-unsur overmacht :

1. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda

yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.

60



2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi

perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu
membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan
karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Melihat dari unsur=unsur ' ‘overmacht,, keadaan pandemi Covid-19
memenuhi Kriteria dari unsur-unsur overmacht tersebut, yaitu bahwa prestasi
tersebut tidak dapat dipenuhi dikarenakan peristiwa yang menghalangi perbuatan
debitur untuk beprestasi yang dalam hal ini merupakan keadaan pandemi Covid-
19 dan juga Covid-19 merupakan peristiwa yang terjadi tidak dapat diketahui
terjadinya.

Hal tersebut juga sejalan dengan adanya ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahuw 2007 tentang ~Penanggulangan Bencana yang
menjelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan pengertian bencana yaitu
merupakan rangkalan peristiwa yang mengancam dan ‘mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor nonalam maupun faktor manusia..Dan dalam bagian penjelasan undang-
undang tersebut dijelaskan bahwa kategori bencana non alam adalah bencana
yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara

lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Maka berdasarkan undang-undang tersebut pandemi Covid-19 merupakan suatu
bencana non alam yang dikategorikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh

wabah penyakit berupa virus. Dan hal tersebut merupakan salah satu kategori
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yang memuat keadaan pandemi Covid-19 memenuhi unsur overmacht yang
menjadikan peristiwa tersebut menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi
dan peristiwa itu memang tidak dapat diketahui ataudiduga akan terjadinya.

Kemudian«pandemi Covid-19 yang.merupakan bencana non alam yang
dampaknya dirasakan pada segala aspek dan cakupan luasnya wilayah di seluruh
Indonesia menjadikan keadaan-tersebut sebagai bencana nasional dengan dasar
penetapan; Covid-19. sebagai pandemi global oleh. \WWHO. maka dari ketentuan
tersebut menjadi dasar pertimbangan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai
Bencana Nasional.

Penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional merupakan hal
yang mendukung keadaan pandemi Covid-19 dikatakan sebagai overmacht
dikarenakan ‘memenuhi_unsur dari overmacht ipada unsur” overmacht yang
menyatakan bahwa peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi
dan dengan begitu tidak dapat memenuhi prestasi karena keadaan pandemi
Covid-19. Pemerintah dalam menangani pandemi.Covid-19 dengan membuat
berbagai regulasi hukum lainnya.yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka
Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang betujuan
untuk mempersempit penyebaran Covid-19 dengan mempersempit pula interaksi
masyarakat.

Kemudian adanya aturan mengenai penanganan Covid-19 dengan

mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
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Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bertujuan
untuk mempercepat penanganan Covid-19, dan juga adanya regulasi hukum
yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman.Pembatasan-Sosial Berskala-Besar dalam.Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) mengenai - ketentuan
perizinan terkait pelaksanaan pembatasan sosial.atas usulan Menteri Kesehatan.

Regulasi-regulasi hukum baru yang disahkan oleh pejabat pemerintahan
dengan melihat realita yang ada merupakan upaya pemerintah untuk menangani
pandemi Covid-19.145 Kemudian dengan melihat keadaan yang terjadi yaitu
adanya pandemi Covid-19, maka untuk mengkategorikan suatu keadaan untuk
dapat dinyatakan sebagai overmacht seperti kejadian yangterjadi belakangan
ini di lihat dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Mengenai hal tersebut keadaan pandemi.Covid-19 dikategorikan sebagai
overmacht. Pengkategorian suatu keadaan termasuk ke . dalam overmacht
haruslah memuat unsur-unsur terjadinya overmacht yaitu, Tidak dapat memenuhi
prestasi, ada sebuah sebab yang terletak di luar kesalahan debitur dan faktor
penyebabnya terhalang memenuhi prestasistidak terduga sebelumnya dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Berdasarkan keadaan tersebut membuat debitur tidak dapat memenuhi
prestasinya dikarenakan keadaan yang terletak di luar kesalahan debitur dan
Faktor penyebabnya terhalang memenuhi prestasi tidak terduga sebelumnya dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Maka dari penjabaran

tersebut maka pandemi Covid-19 sudah termasuk kedalam overmacht.
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Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata, apabila overmacht
dikaitkan dengan pemenuhan prestasi, menandakan bahwa debitur yang sedang
berada dalam keadaan overmacht, membebaskan debitur dari kewajiban
melaksanakan pemenuhan kewajiban selama.dia masih berada dalam keadaan
overmacht atau paling tidak debitur dibenarkan menunda pelaksanaan kewajiban
sampai keadaan overmacht itu denyap. Qleh karenmanya, penetapan overmacht
dalam keadaan pandemi Covid-19 dalam hal untuk melakukan pemenuhan
kewajiban perjanjian utang- piutang pada masa pandemi Covid-19 harus memiliki
solusi agar mengurangi kerugian kreditur tersebut dan solusi tersebut juga tidak
merugikan debitur agar tetap terlaksana pemenuhan. perjanjian utang-piutang
tersebut.

Hal tersebut menjelaskan bahwa keadaan ini mengakibatkan telah
terpenuhinya unsur overmacht dalam keadaan pandemi Covid-19 yaitu tidak ada
unsur kesengajaan dan terdapat unsur itikad baik dari pihak yang terhalang untuk
melaksanakan kewajibannya. Kemudian hal itu menjadi patokan para pihak
untuk membuat suatu ketentuan baru secara khusus.agar tetap terlaksanakannya
pemenuhan perjanjian utang-piutang ‘pada.masa pandemi Covid-19. Dengan
begitu para pihak dapat mengambil langkah salah satunya adalah mengatur
ulang prestasi dengan membuat kesepakatan baru antara para pihak agar
pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19
dapat tetap terlaksana.

Hal diatas didukung oleh pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung

jawab melakukan penanggulangan bencana dengan jalan mengeluarkan
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Peraturan OJK  Nomor

karena a
ekonomi.
penyebara
memenuhi erdampak dari
penyebaran g pada sektor

ekonomi perdagangan,

avanarny

451

s>

pengolahan, atikan prinsip

tetap dapat melaksanakan kewajibannya melalui rechedulling, reconditioning,

dan restructuring.(Simamora 2017:3)

Recondioning (persyaratan kembali) merupakan perubahan sebagian atau
seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran,
jangka waktru dan/atau peryaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut

perubahan maksimum saldo kredit. Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah
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perubahan syarat kredityang hanya menyangkut jadwal pembayaran
atau jangka waktu. Rectructuring (resktrukturisasi) merupakan perubahan
syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank
dan/atau, konversisseluruh atau.sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit
baru atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam
perusahaan, yang dapat disertai “dengan penjadwalan kembali dan/atau
persyaratan kembali.(Trikaloka H 2017:283)

Dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 dalam Pasal 2
Ayat 5 disebutkan debitur yang terkena dampak pandemi dinilai dari kriteria
debitur yang ditetapkan terkena dampak Cowvid-19 dan sektor yang terkena
dampak pandemi Covid-19. Salah satu pokok-pokok dalam Peraturan OJK Nomor
11/PJOK.3/2020. tersebut mengatur mengenal stimulus dampak Covid-19.
Stimulus dalam” Peraturan ©JK Nomor 11/PJOK.3/2020 dijabarkan secara jelas
dalam lembar penjelasan Pasal 2 Ayat 1. ketentuan tersebut antara lain yaitu:
“ Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur
UMKM adalah debitur.yang mengalami kesulitan.untuk memenuhi kewajiban
pada Bank karena debitur atau usaha debitur.terdampak dari penyebaran Covid-
19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain
pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengelolahan, pertanian,dan
pertambangan.

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat 2 peraturan tersebut menyebutkan bahwa,
“Resktrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan sebelum ataupun

setelah debitur terdampak penyebaran pandemi Covid-19. Termasuk usaha
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mikro, Kkecil, dan menengah”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat
dikatakan syarat untuk mengajukan restrukturisasi kredit yaitu debitur
mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit. Kemudian pada
Bagian Penjelasan Pasal' 5 Ayat 1 peraturan OJK" Nomor 11/PJOK.3/2020
menjelaskan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan
terhadap seluruh kredit atau. pemhiayaan: yang diberikan kepada debitur yang
terkena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk
debitur usahamikro, kecil, dan menegah tanpa plafon.

Maka dari itu kebijakan yang disebutkan di atas menjadi dasar sebagai
upaya yang dapat dilakukan agar tetap terlaksananya pemenuhan kewajiban
perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 yang didasarkan atas
kesepakatan para pihak yakni debitur dan kreditur. dikarenakan perjanjian utang-
piutang merupakan sebuah perjanjian yang lahir atas kesepakatan para pihak.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 langkah yangdapat
dilakukan sebagai upaya yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap
debitur yang berpotensi_mengalami kesulitan untuk: memenuhi kewajibannya
dengan memberikan relaksasi Kredit adalah.yaitu dengan cara merestrukturisasi
perjanjian dengan melakukan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka
waktu, pengurangan tunggangan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan lain

sebagainya. (Farhan 2020:5)

Kemudian untuk mencapai kepada kesepakatan yang memuaskan bagi
para pihak (win-win solution) ini berpedoman terhadap itikad baik dari debitur

untuk memberitahukan memberitahukan kepada kreditur mengenai kondisi
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perekonomiannya yang mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19
dikarenakan hal tersebut debitur terkendala untuk melakukan pemenuhan
perjanjian pembayaran utang-piutang kepada kreditur. Dengan atas dasar itikad
baik maka demikian ketentuan.tersebut dalam pelaksanaan pemenuhannya
tegantung pada negosiasi yang dilakukan para pihak..

Dari penjabaran yang' telah 'dijelaskan bahwa terdapat beberapa
langkah-langkah . yang dapat dilaksanakan agar. tetap  terlaksananya
pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi. Covid-19, yaitu
dengan melakukan penundaan pembayaran, perpanjangan jatuh tempo
pembayaran, dan pengurangan nominal pembayaran. Dari beberapa langkah-
langkah untuk membuat kesepakatan baru tersebut, maka semua hal tersebut
dapat dijadikan sebagai solusi dalam melakukan pemenuhan perjanjian utang-
piutang pada masa pandemi Covid-19.

Mengenai beberapa kesepakatan yang dapat diadakan tersebut dinilai
dari efisiensi pelaksanaan pemenuhan perjanjian utang-piutang, langkah-
langkah tersebut dapat dikategorikan efisien untuk dilaksanakan kesepakatan
baru. Dalam hal pemilihan kesepakatan mana yang akan dilaksanakan, hal ini
mengacu kepada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang
berbunyi :

a. “Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat (perizinan),
maksudnya kedua subjek yang membuat perjanjian itu harus sepakat.
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. salah satunya orang-orang yang

belum dewasa, dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
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. Mengenai suatu hal tertentu. Artinya bahwa dalam perjanjian paling

sedikit harus ditentukan jenisnya.

. Suatu sebab yang halal. Yang dimaksud halal adalah tidak terlarang
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B. Penyelesaian Kredit Yang Terdampak Pandemi Covid 19 Pada PT. Bank
Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban
kepada kreditur_dan debitur wyang bertimbal-balik. Inti dari perjanjian utang
piutang.adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur yang wajib
dikembalikan dalam waktu yang-telah ditentukan disertai dengan bunga nya. Pada
umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan.

Menurut penulis bahwa peristiwa yang banyak terjadi-di bidang utang
piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak
sebagaimana yang diperjanjikan. Ada yang beberapa kali membayar angsuran
utang debitur yang utangnya sudah jatuh tempo tidak dapat-membayar, tetapi
beberapa waktu kemudian debitur mampu melunasi utangnya. Baik utang yang
hanya dibayar sebagian maupun pelunasan utang yang dilakukan setelah jatuh
tempo termasuk wanprestasi atau ingkar janji. Berbagali macam alasan debitur
melakukan wanprestasi, seperti usaha nya merugi, kebijakan pemerintah atau
bencana alam. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian
utang piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur.
Kreditur sudah menagih utangnya di lain pihak debitur dapat memenuhi
kewajibannya.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang
telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur

disebabkan oleh dua faktor pada saat pandemi covid 19 saat ini, yaitu :
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1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi
kewajiban maupun karena kelalaian.

2. Karena keadaan memaksa (overmacht) atau force majeur yang diluar

Kepri Kedali
peringatan tersebut

kali, jika tetap

musyawarah mufakat sebelum diajukan ke pengadilan.
Berdasarkan pengetahuan debitur tentang tindakan kreditur penyelesaian
kredit yang tidak lancar selama pandemi covid 19 setelah adanya Restrukturisasi,

sebagai berikut :
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Tabel 111.3

Tindakan kreditur dalam penyelesaian kredit yang tidak lancar selama
pandemi covid 19 setelah adanya Restrukturisasi

No. Persentase
1. 63,15 %
b
2. ‘
o
=
Sumber : o
! pak pandemi
a
covid 19 o ﬂ anbaru sebagai
_ 4
kreditur de ﬂ' n kesempatan
kepada deb
renegosiasi a

upaya yang lebih baik dari pe ontrak. Renegosiasi kontrak antara
kreditur dengan debitur yang terikat dalam kontrak kredit menjadi upaya yang
tidak bisa terlepas selama masa pandemi ini. Dengan melakukan renegosiasi atau
negosiasi kembali isi kontrak, maka debitur dalam mengajukan permohonan
restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang dapat dilakukan sebagai upaya

menanggulangi kredit macet akibat menurunnya penghasilan debitur dampak

Covid-19.
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Untuk menghindari keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasinya
atau kredit macet dengan dalil covid-19 maka perlu memperhatikan negosiasi
ulang isi kontrak kredit dalam bentuk restrukturisasi kredit yang berdasarkan pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun.2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 maupun
Peraturan OJK Nomor | 1/POJK.03/2020: mengenai kebijakan bagi bank yang
mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak
penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM.

Dan salah satu cara yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Kedai
Marpoyan Pekanbaru sesuai intruksi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) pada masa pandemi covid 19 dengan cara Restrukturisasi. Otoritas jasa
keuangan (OJK) juga menjelaskan bahwa pengertian restrukturisasi adalah upaya
perbaikan yang dilakukan sdalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang
berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Bisa dikatakan,
restrukturisasi kredit adalah keringanan yang diberikan oleh bank atau lembaga
pembiayaan agar debitur bisa melunasi utangnya. Tentu saja, restrukturisasi kredit
ini berbeda dengan penghapusan utang. Pengertian restrukturisasi kredit lebih
kepada pemberian keringanan untuk membayar cicilan utang. Sehingga, utang
debitur, yang terdiri atas pokok dan bunga masih ada. Bentuk keringanan tersebut
pun beragam, tergantung pada kesepakatan bersama antara debitur dengan pihak
pemberi utang atau kredit. Macam jenis kebijakan restrukturisasi kredit yang
diberikan pihak bank antara lain melalui: Penurunan suku bunga kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit Pengurangan tunggakan bunga kredit
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Pengurangan tunggakan pokok kredit Penambahan fasilitas kredit Konversi kredit
menjadi Penyertaan Modal Sementara. Tentu saja, pemberian restrukturisasi
kredit tak diberikan secara cuma-cuma kepada semua nasabah. Terdapat syarat
dan ketentuan bagi nasabah yang.dianggap berhak dan layak untuk mendapatkan
restrukturisasi kredit. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk
mendapatkan restrukturisasi kredit dari-pihak bank : Debitur mengalami kesulitan
pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit, Debitur memiliki prospek usaha yang
baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
Adapun Kriteria debitur yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit akibat
pandemi Covid-19 kredit adalah kondisi berupa uang, barang atau jasa yang
ditawarkan dari-satu pihak (seperti kreditur) kepada pihak lain, yang dapat disebut
sebagai kredit penerima, yang dengan kesepakatan bersama dapat diselesaikan
dalam jangka waktu yang ditentukan dan mendapat imbalan pokok. (Andrianto

2020:2)

Restrukturisasi kredit dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah
dan dapat dilakukan “dengan tiga cara yaiturescheduling, readjustment dan
readjustment. Seperti memperpanjang jangka waktu, menurunkan suku bunga, dll.
Restrukturisasi kredit dimungkinkan jika nasabah berperilaku baik. Seorang
nasabah yang berkinerja baik pada suatu pinjaman pemecahan masalah dapat
dinilai dari kesediaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam

bentuk sikap nasabah sebagai berikut :

1. Nasabah harus dapat diajak berbicara tentang penyelesaian

kreditnya
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2. Adanya pelanggan bersedia memberikan informasi keuangan yang
benar.

3. Nasabah wajib memberikan izin kepada bank dalam melakukan
pemeriksaan informasi keuangan

4. Nasabah mengikuti skema perlindungan kredit macet dan
menerapkan cara-cara'yang dikeluarkan oleh bank.

Klausul pemenuhan standar debitur POJK 11/POJK menetapkan bahwa
karena COVID-19 Ketentuan restrukturisasi kredit akibat pandemi dalam Pasal 5
dan 6 Bab Il Pengendalian Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan. Dalam pasal
5 ayat (1) dinyatakan : “Upaya restrukturisasi mudah dilakukan ketika
memastikan kualitas kredit atau pembiayaan restrukturisasi dimulai”. Ini salah
satu langkah pelonggaran kredit di masa pandemi covid-19, ketika debitur
mengajukan kredit ke bank sebelum atau sesudahspandemi covid-19, dalam Pasal
5 Ayat (2) : « Bank bisa memberikan restrukturisasi kredit, namun di masa covid-
19 pandemi debitur. mengajukan kredit atau membuat suatu perjanjian utang
piutang sebelum pendirian™. Pandemi covid-19 telah memberikan kemudahan
untuk menyatakan kualitas kredit.atau'pembayaran. Restrukturisasi kredit berlaku
untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan juga mencakup usaha mikro, kecil
dan menengah. Pasal 6 Huruf (a) diberikan kepada debitur yang memenubhi
persyaratan. ketentuan sebagai berikut : “Debitur yang terkena dampak pandemi
COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”. Pasal 6 Huruf
(b) akan direstrukturisasi setelah adanya pengumuman bahwa nasabah yang

terkena dampak pandemi COVID-19, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah
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komersial klien. Berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sesuai dengan
Pasal 10 Peraturan OJK Republik Indonesia tersebut di atas. Terkait pandemi
COVID-19 yang belum selesai, OJK menerbitkan kembali POJK No0.48
/POJK.03/2020 untuk mengubah_aturan POJK I1./POJK.03/2020. Terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 3 (tiga) restrukturisasi kredit, 3 (tiga)
direvisi dan ditambah untuk lebinh memperjelas aturan dalam hal relaksasi, karena
nasabah ingin melonggarkan kewajibannya dalam hal tidak dapat melaksanakan,

dia tidak akan ragu lagi karena aturannya lebih jelas.

Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk mempertimbangkan bahwa
penyebaran COVID-19 masih terjadi secara global dan nasional, yang tentunya
akan berdampak pada debitur dan meminimalkan risiko kredit bermasalah, maka
OJK menyusun regulasi untuk melakukan forecast dan optimalisasi. Kinerja bank,
dapat menjaga stabilitas, dapat-mendorongrpertumbuhan ekonomi, namun harus
mengutamakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Misalnya PT. Bank Riaau
Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru memiliki kebijakan terkait restrukturisasi
sesuai dengan standaroperasional prosedur yang ditetapkan, akibat pandemi,
untuk melindungi kredit nasabah yang tergolong terkena dampak wabah virus
corona, dan selama virus corona masih ada Ketentuan yang ada, mendukung dan
mengoptimalkan kinerja bank, terutama fungsi intermediasi dan stabilitas sistem
keuangan tetap terjaga. Kemudian, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi perlu
dikembangkan kebijakan yang mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 yang
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu di PT.

Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru di tengah merebaknya pandemi
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covid -19 telah menetapkan standar operasional prosedur restrukturisasi kredit
yang dapat dijadikan pedoman bagi calon nasabah atau nasabah yang sudah

terdaftar di PT.Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

kemajuan ekonomi, penegakan Kkebijakan bisnis tentunya lebih jelas, lebih
terkontrol dan bernilai, langkah dan tujuan semakin jelas, terutama pendekatan
manajemen dalam memenuhi tanggung jawabnya dan menetapkan standar
operasional bank, langkah yang tepat untuk mengendalikan risiko pembiayaan
dapat diidentifikasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memitigasi
risiko pembiayaan. Mempermudah pengendalian risiko pembiayaan yang timbul

dari penyebaran Covid-19.
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Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan mengenai peraturan yang
dikeluarkan pemerintah untuk menangani perekonomian di masa pandemi
Covid-19 yakni mengenai adanya ketentuan rechedulling, reconditioning, dan
restructuring, maka dalam pelaksanaannya_dibutuhkan kesepakatan baru untuk
menyesuaikan perjanjian utang-piutang yang telah terjadi dan bahkan akan
terjadi di antara para pihak dengan keadaan pandemi Covid-19.

Kesepakatan baru yang akan dilakukan para pihak untuk mengkondisikan
perjanjian utang-piutang terhadap keadaan pandemi Covid- 19 sehinggga
menciptakan _keadaan baru terhadap perjanjian - yang bertujuan untuk
mendapatkan kebijakan baru bukan untuk menghapuskan atau mengurangkan
utang dibitur -melainkan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan solusi
terhadap pelaksanaan perjanjian pada masa pandemi Covid-19 sehingga debitur

memiliki kesempatan melaksanakan kewajibanpembayaran utang.

Berkenaan dengan hal tersebut kesepakatan yang dapat dilakukan dan
dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Penundaan Pembayaran
Kesepakatan baru yang dapat. dilakukan para pihak dalam perjanjian
utang-piutang dapat dengan melakukan penundaan pembayaran utang-
piutang. Hal tersebut dikarenakan dampak Covid-19 yang mengakibatkan
menurunnya pendapatan seseorang yang bisa terjadi dikarenakan seseorang
tersebut berada dalam kondisi PHK, usaha UMKM yang dijalankan tidak
stabil, dan bahkan karyawan yang diberikan gaji secara bertahap, bahkan

pengurangan gaji/upah. Melihat kondisi itu debitur mengalami ketidakstabilan
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ekonomi, mencukupi kebutuhannya masih mengalami kekurangan ekonomi

ditambah dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi.

Maka dengan melakukan penundaan pembayaran memberikan

untuk dapa

termasuk | eschedul - an PJOK yaitu

Kesepakatan lain yang dilakukan oleh para pihak dalam
menghadapi pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-
19 adalah dengan melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran.
Serupa namun tak sama dengan penundaan pembayaran, perpanjangan waktu
jatuh tempo pembayaran di mana debitur dalam hal pemenuhan perjanjian

utang-piutang pembayaran diberikan kelonggaran beberapa waktu dari

tanggal yang semestinya dibayarkan dan hal tersebut berdasarkan kesepakatan
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para pihak dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran sampai berapa
lama.

Semua kembali kepada kesepakatan para pihak dengan melihat

ini memberikan

Namun,

diperjanjikan’ termast ‘dalam kategori recono g.dalam ketentuan

Peratura . 0 7 al ﬂ erubahan baik

dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Maka langkah yang dapat dilakukan
adalah dengan membuat kesepakatan baru yaitu dengan adanya kesepakatan
untuk mengurangi nominal yang harus dibayarkan. Pengurangan nominal
pembayaran menjadi solusi agar debitur tetap dapat melaksanakan
kewajibannya. Pengurangan nominal pembayaran, agar tidak merugikan

kreditur dapat dilakukan dengan ditambahkannnya waktu pembayaran yang
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disertakan dengan bunga. Jadi, dalam hal ini debitur dalam memenuhi
kewajibannya disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nominal yang

dapat dipenuhi debitur.

tetap masih ada. Cicilan pinjaman tetap harus dibayar namun diberikan

keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara debitur dengan
Bank sebagai kreditur. Bentuk-bentuk keringanan kredit yang bisa diberikan Bank

sebagai berikut :

1. Penurunan suku bunga;

2. Perpanjangan jangka waktu;
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3. Pengurangan tunggakan pokok;

4. Pengurangan tunggakan bunga;

5. Penambahan fasilitas kredit;

Pengetahua , Pengajuan Untu cturisasi pada PT.

No. >ersentase (%)
1. 52,63 %
2. 47,36 %
100 %

Sumber : data olahan taht

Berdasarkan  hasil bahwa proses pengajuan
restrukturisasi ada beberapa proses yaitu nasabah mengajukan permohonan
restrukturisasi pada bank terkait, pihak bank selaku kreditur akan melakukan
assessment, biasanya nasabah menunggu sekitar 1,5 minggu atau 10 hari lebih
sejak email atau surat pengajuan dikirim. Pihak bank akan menjelaskan proses

restrukturisasi dan menyakan beberapa informasi terkait informasi penting

mengenai debitur terkait pengajuan program seperti alasan pengajuan minta
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keringanan, kondisi keuangan, kondisi tempat usaha. Lalu, pihak bank juga akan
menjelaskan beberapa proses pengajuan untuk dilakukan sebagai pemenuhan

persyaratan utama, yaitu :

Adapun pengetahuan debitur dalam penyelesaian kredit di masa pandemi

covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru adalah sebagai

berikut :
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Tabel 111.5

Pengetahuan Debitur Dalam Penyelesaian Kredit di Masa Pandemi Covid 19
pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Persentase (%0)

68,42 %

mendapatkan restruktu

4. Pihak bank membuat analisa yang dituangkan dalam notisi.

5. Di tanda tangani oleh pelaksana.

6. Debitur wajib melapor.

Dengan demikian syarat ketentuan tersebut di atas hanya diterima
pengajuannya apabila debitur dalam hal ini benar dinyatakan terdampak pandemi

covid 19. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak nanda pramuja selaku
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bagian account officier bagian kredit pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan
Pekanbaru, menyatakan bahwa semenjak adanya pandemi covid 19 banyak
debitur yang terdampak dan mengalami kebangkrutan dalam usaha yang
menyebabkan keuangan  bermasalah, maka.dari itu debitur tidak memiliki
kemampuan dalam melakukan pemenuhan perjanjian utang piutang dan
melakukan penyelesaian kredit-dengan tepat waktu sesuai isi perjanjian yang telah
dibuat dan disepakati terhadap PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Kebijakan untuk debitur yang terkena dampak covid 19 vaitu
restrukturisasi kredit atau pembiayaan pada debitur terdampak ditetapkan lancer
sejak direstrukturisasi, bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit
tanpa melihat batasan plafond an jenis kredit, kredit bagi BUK ataun pembiayaan
bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasikan dapat dikecualikan dari perhitungan
aset berkualitas rendah bank, dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan kredit
dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mekanisme persetujuan harus
tercantum dan menjadi satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang
terkena dampak covid 19.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancer apabila
diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran covid 19.
Restrukturisasi kredit dilakukan antara lain dengan cara penurunan suku bunga,
perpanjangan jangka aktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan
tunggakan bunga, dan penambahan fasilitas kredit. Sesuai dengan POJK Stimulus
Covid 19 disebutkan kualitas kredit yang direstrukturisasikan ditetapkan lancer

sejak dilakukan restrukturisasi sampai dengan jangka waktu perjanjian
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restrukturisasi berakhir atau jangka waktu ketentuan stimulus berakhir, sehingga
tidak melihat lagi pembayaran dari debitur. Dalam hal ini terdapat debitur yang

tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi, BPR perlu

restrukturisasi

jangka waktu

penundaan pembayaran bunga selama 12 (dua belas) bulan dan penundaan

angsuran pokok selama (dua belas) bulan.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disiase
2019. Terdapat kebijakan bagi debitur yang terdampak covid 19 adalah
restrukturisasi kredit, penetapan kualitas aset, dan pemberian penyediaan dana
baru. Dan dapat dilakukan penundaan pembayaran kredit yaitu perubahan
jadwal pembiayaan kewajiban nasabah (rescheduling) jika memiliki itikad baik

untuk melunasi kredit tersebut dapat mengajukan penjadwalan ulang ke pihak
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bank, Persyaratan kembali (reconditioning) ada beberapa persyaratan
diantaranya jangka waktu pinjaman, metode pembayaran, dan suku bunga. Jika

kedua cara diatas tidak berhasil maka bank dapat mengubah struktur pinjaman

penulis

dalam hal ini

Peratura s Jasa Keuang e asl perekonomian
nasional seba ebija untercyclica ak_ e n corona virus

dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme persetujuan
harus tercantum dan menjadi satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur
yang terkena dampak covid 19. Memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada
nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi bagaimana kebijakan yang
diberlakukan terhadap kredit tersebut, agar tidak ada kesalahpahaman nasabah

yang menganggap restrukturisasi itu sama dengan penghapusan utang.
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